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ABSTRAK 

Negara dalam mencapai suatu tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharuskan 

memiliki kewajiban sesuai dengan etika yang lebih besar terhadap perilaku individu 

setiap Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN), serta memiliki kewajiban 

bertindak karakter yang baik berbangsa dan berprinsip yang berkebajikan moral serta juga 

dengan prinsip-prinsip etika yang didasarkan pada keadilan. Etika sebagai elemen penting 

dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelaku para ASN, pentingnya etika 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada permasalahan etika yang 

terjadi seperti halnya korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peran etika para 

ASN dalam pencegahan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Metode 

yang dipakai dalam pembahasan ini yaitu metode yang berdasarkan kepada literature 

review (studi pustaka). Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa etika merupakan 

peran penting bagi ASN dalam pencegahan korupsi terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan negara. Dengan perubahan masing-masing ASN terhadap suatu etika dalam 

menyelenggarakan nilai-nilai etika dan moral kode etik dan peraturan perundang-

undangan akan mengarahkan para ASN ke arah yang lebih baik sehingga proses 

pencegahan dalam korupsi itu dapat terjadi dengan lebih optimal. 

Kata Kunci : Etika, ASN dan Korupsi. 

ABSTRACT 

The state in achieving a good governance system is required to have an obligation in 

accordance with greater ethics towards the individual behavior of each State Civil 

Apparatus (ASN), and has the obligation to act with good character as a nation and have 

principles of moral virtue as well as ethical principles based on justice. Ethics as an 

important element in determining the successful implementation of the activities of ASN 

actors, the importance of ethics in the administration of state government is based on 

ethical problems that occur such as corruption. This study aims to provide the ethical role 

of ASN in preventing corruption in the administration of state government. The method 

used in this discussion is a method based on a literature review. The results of this 

discussion indicate that ethics is an important role for ASN in preventing corruption in 

the administration of state government. With changes in each ASN towards an ethics in 

implementing ethical and moral values, the code of ethics and legislation will direct ASN 

in a better direction so that the prevention process in corruption can occur more 

optimally. 
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PENDAHULUAN 

Etika merupakan sikap kepribadian 

manusia, tingkah laku baik dan benar 

dalam suatu tindakan keputusan untuk 

mengarahkan para penyelenggara 

pemerintahan negara dalam menjalankan 

suatu tanggung jawab sebagai ASN. 

(Djamil, 2016). Pelaksanaan etika 

merupakan cara menyelenggarakan nilai-

nilai etika dan moral dalam kode etik dan 

peraturan perundang-undangan digunakan 

untuk mewujudkan aparatur yang jujur, 

disiplin, handal, dan profesional. 

Diharapkan ASN dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara 

mempunyai sikap dan perilaku yang 

mencerminkan keunggulan untuk jujur 

dan adil dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. (Ahmad, 2010). Serta 

tindakan dalam jabatannya seluruh 

masyarakat dan bangsa di dunia butuh 

pegangan terhadap moralitas yang 

digunakan sebagai dasar dalam berpikir 

bertindak berperilaku atas apa yang ingin 

dicapai disuatu tujuan. (Alim & 

Rahmawati, 2021). 

Salah satu kasus korupsi yang 

melibatkan kecurangan sebagian besar 

negara di dunia, kasus korupsi di 

Indonesia menempati angka 2,8 dengan 

rangking 110 dari 180 negara terkorup 

pada tahun 2011 yang dibuktikan dari 

hasil yang dilakukan Transparency 

International (TI). (Piers, 2018). 

Diketahui dalam waktu 6 bulan dahulu 

sudah mencatat ada 226 kasus korupsi. 

Yang jumlah tersangka 587 orang telah 

merugikan negara sebesar Rp. 1,83 triliun 

dan nilai suap sebesar Rp. 118,1 miliar. 

Dari jumlah kasus tersebut sebagian besar 

dilakukan oleh pemerintah daerah mulai 

dari kabupaten/kota hingga provinsi. 

(Aksa A. F., 2018). Serta salah satu 

korupsi terbesar di Indonesia yang pernah 

terungkapadalah proyek pengadaan 

elektronik KTP (e-KTP) dengan 

korupsinya sebesar Rp. 2,3 triliun. Kasus-

kasus korupsi ini sudah terjadi dari tahun 

ke tahun. Bahkan semenjak KPK 

berdiridan mencuatkan kasus-kasus 

korupsi yang ditangani kepada publik 

yang dimana sudah banyak menjerat para 

pelaku dan diselesaikan melalui jalur 

hukum. (Aksa, 2018). 

Dari banyaknya suatu kasus-kasus 

korupsi yang telah kita jumpai melibatkan 

para ASN adalah suatu hal yang nyata 

terjadi terhadap negara ini yang mana 

tidak bisa dihindarkan akhir-akhir ini, 

pemerintah telah melakukan berbagai 

upaya dalam melakukan tindakan anti 

korupsi. (P, Ervanda Rifqi, M. Falah, 

2020). Dimana upaya dalam membentuk 

lembaga KPK tetapi dari situ tidak 

menimbulkan efek jera, upaya lain 

memberikan penyadaran terhadap 

masalah korupsi harus melibatkan peran 

serta masyarakat, sesuai amanah Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. (Alfaqi, 2017). Dimana 

masyarakat berperan dalam membantu 

upaya pencegahan tindak pidana korupsi, 

serta dalam hal pendidikan anti korupsi di 

lingkup masyarakat terutama di 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

(Marten Bunga, 2019). 

Namun, dari upaya-upaya yang telah 

dilakukan, korupsi di Indonesia masih 

tinggi. (Erni Irawati, 2021). Maka dari itu 

diperlukan upaya lagi untuk memperbaiki 

tingkat korupsi Indonesia, dengan 

menerapkan sikap beretika atau nilai etika 

yang dimana harus dituangkan kedalam 

berbagai aturan atau standar perilaku agar 

dapat menjadi kerangka perilaku yang 

dipedomani para ASN. (Piers, 2018). 

Penerapan etika ini bukan hanya sekedar 

memotivasi dan mendorong perilaku 

ASN sehari-hari, namun juga 

membimbing ketika para ASN melakukan 

proses pengambilan keputusan atau dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Sehingga nilai etika dapat ditegakkan 

secara konsisten dan kosekuen, dengan 

itu para ASN untuk melakukan korupsi 

tidak dapat terjadi. (Aksa, 2018). 
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Dengan ASN memiliki etika seperti 

nilai moral aturan dan prosedur harus 

diterapkan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan negara 

sebagai upaya pencegahan untuk 

melakukan penyelewengan seperti 

korupsi. Dimana para ASN harus mampu 

memahami etika administrasi negara dan 

membina diri dengan sungguh-sungguh 

serta menerapkannya dalam suatu 

tindakan jabatannya. (Alemina, 2004). 

Penyelenggara pemerintahan negara 

wajib mentaati seperangkat pedoman dan 

prosedur agar terhindar dari kecurangan 

dan berlaku korupsi. Etika ASN harus 

mampu memahami, mengembangkan, 

dan menerapkan etika ketatanegaraan 

dalam kapasitas resmi. (Fry, 2021). 

Akibat dari etika ASN yang meliputi 

nilai-nilai moral penyelenggara 

pemerintahan negara harus mengikuti 

aturan dan prosedur tertentu untuk 

menghindari kecurangan korupsi. Dimana 

ASN harus mampu memahami etika 

dalam penyelenggaraan pemerintahan 

negara dan mengembangkan diri secara 

serius, dengan itu proses pencegahan 

korupsi ini dalam berjalan dengan 

optimal. (Alim & Rahmawati, 2021). 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan literature 

review dengan metode studi pustaka. 

Metode ini berkaitan dengan kajian 

teoritis serta beberapa referensi dari 

literatur-literatur ilmiah terdahulu. 

Sumber data diperoleh adalah berasal dari 

jurnal dan buku. Tujuan peneliti 

menggunakan studi pustaka yang dimana 

membahas etika ASN dalam pencegahan 

korupsi terhadap penyelenggaraan 

pemerintan negara. Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana dengan ASN 

mengdepankan etika dalam suatu 

penyelenggaraan pemerintahan negara 

sehingga dalam pencegahan korupsi dapat 

berjalan dengan optimal. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini melalui 

dokumen tertulis yang berguna untuk 

mendukung kelengkapan data yang lain. 

Data yang didapatkan merupakan data 

sekunder yang berguna dalam menjawab 

masalah pertanyaan penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Etika merupakan hal yang penting di 

ASN dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan negara dimana berkaitan 

dengan tata krama, kesopanan, nilai, dan 

norma. (M. Tri Yogi A, 2021).Terutama 

dalam hal pencegahan korupsi, korupsi 

ini salah satu bentuk kejahatan yang 

dimana mengambil atau mengurang 

sesuatu yang menjadi hak orang lain atau 

bahkan tidak menjalankan tugas sesuai 

dengan hak yang sudah diberikan ASN. 

(Sofhian, 2020). Kasus korupsi di 

Indonesia setiap tahunnya mengalami 

turun naik, terlihat pada gambar di bawah 

ini juuga dapat disimpulkan bahwa 

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 

mengalami perkembangan yang 

fluktuatif, yang dimana terjadi penurunan 

dari tahun 2019 ke 2020. (Khairunnisa & 

Permana, 2022).  

 
Sumber : Transparency 

International 

Gambar 1 : Indeks Persepsi Korupsi 

Indonesia Tahun 2004-2020 

Kita tahu bahwa kasus korupsi 

hingga sekarang sulit teratasi dimana 

ditahun 2022 hingga bulan Juni, KPK 

telah melakukan pemulihan kerugian 

keuangan sebanyak Rp. 313,7 miliar yang 

timbul atas adanya tindak pidana korupsi 

di negara ini. Semakin lama korupsi ini 

makin banyak terjadi karena dalam upaya 

mencegah korupsi tidak cukup dengan 

peran menangkap dan menjebloskan 
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koruptor ke penjara, karena praktiknya 

hukum dan penjara tidak membuat jera  

bagi para pelaku. (Khairunnisa & 

Permana, 2022). Disinilah perlunya 

penanaman etika yang harus ada dalam 

ASN sebagai penyelenggara 

pemerintahan negara. ASN adalah abdi 

negara dan Abdi masyarakat, dimana 

terikat dengan segala aturan hukum yang 

berlaku. Nilai-nilai etika yang mana harus 

ditaati oleh ASN tercermin dalam 

kewajiban berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. (Wiranta, 2015). 

Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi 

dalam bentuk etika sikap yang harus 

dijaga oleh setiap ASN  antara lain : 

(Sofhian, 2020). 

1. Kode etik ASN dan sumpah/janji 

sebagai penyelenggara pemerintahan 

dalam undang-undang Nomor 43 

tahun 1999 dan undang- undang 

Nomor 42 tahun 2004, yang 

menjabarkan bentuk dalam 

menjunjung tinggi nilai-nilai etik di 

lingkungan ASN. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang disiplin ASN. 

Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa 

dalam rangka mewujudkan ASN yang 

handal, profesional, dan bermoral. 

ASN sebagai penyelenggara negara 

dituntut untuk setia kepada Pancasila 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta 

bersikap disiplin, jujur, adil, 

transparan, dan akuntabel dalam 

menjalankan tugas. 

3. Sumpah/kanji pengangkatan pegawai. 

Dalam usaha membina ASN yang 

bersih, jujur, dan sadar akan tanggung 

jawab sebagai penyelenggara 

pemerintah negara maka pemerintah 

menetapkan dalam undang-undang 

tentang kewajiban ASN untuk 

mengangkat sumpah dan janji pada 

saat diangkat sebagai ASN. 

Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara etika ASN 

merupakan suatu upaya mencegah 

korupsi dengan perumusan kode etik dan 

peraturan perundang-undangan. 

(Sumarto, 2017). Etika harus dijadikan 

penuntun sikap bagi para ASN agar 

memiliki kesadaran moral atas kedudukan 

yang sudah diperolehnya dari negara atas 

nama rakyat. Sebagai pelaksana 

kepentingan umum para ASN harus peka 

dan memperhatikan nilai-nilai etika 

dalam bertindak dan berperilaku, dengan 

itu tidak menggunakan kekuasaan dan 

wewenang untuk tujuan yang dapat 

menyimpang terhadap kedudukannya 

sebagai pembuat keputusan. (Asih, 2018). 

Dari itulah etika dalam ASN dapat 

menjadikan sarana untuk pencegahan 

tindakan korupsi, dimana etika dapat 

mendorong pejabat publik berperilaku 

sebagai pendukung nilai-nilai moral dan 

sekaligus menjadi nilai etika dalam suatu 

tindakan di penyelenggaraan 

pemerintahan negara serta melalui pribadi 

ASN untuk beretika terhadap proses 

penyelenggaraan pemerintahan negara 

maka pelaksanaan pencegahan terhadap 

korupsi ini bisa berjalan dengan optimal. 

(Kridawati Sadhana, 2010). 

Upaya dalam pencegahan korupsi 

hanya akan terlaksana ketika setiap 

individu, pejabat, pemimpin ataupun 

sebagai seorang ASN harus memegang 

teguh nilai-nilai etika dengan mempunyai 

prinsip bahwa Allah maha melihat apa 

yang kita kerjakan. Etika individu dalam 

lingkup sebagai ASN akan terbangun 

pembiasaan dalam hal budaya kerja, 

budaya kejujuran, budaya disiplin, 

profesional, handal, dan sebagainya. 

Di instansi pemerintahan 

penyelenggaraan suatu pelayanan publik 

tidak pernah terpisahkan dari suatu 

permasalahan tentang peretikaan maupun 

suatu nilai moral dan norma. Yang mana 

sebenarnya sebaiknya sikap maupun 

pelayanan yang berikan dan diterapkan 

oleh para pegawai ASN. Dengan itu 

semakin tinggi pula suatu  nilai maupun 

suatu integritas mutu para pegawai. Tapi 

pada saat ini masih banyak kita jumpai 
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sebaliknya. Dalam suatu praktik terhadap 

suatu pelayanan publik di Indonesia ini, 

kita sebagai masyarakat mengharapkan 

bahwasanya birokrasi publik itu terdiri 

dari masyarakat-masyarakat yang 

memiliki suatu karakter yang didasari 

oleh sifat akan kebaikan dan sesuai 

dengan nilai-nilai etika. Tujuannya adalah 

dengan mendahulukan kepentingan 

bersama terlebih dahulu, yakni nya ialah 

kepentingan masyarakat dan memiliki 

semangat kerja keras tanpa pamrih dan 

lain sebagainya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat kami ambil 

yaitu etika menitik beratkan tentang 

sikap, tindakan, dan perilaku manusia 

dalam berhubungan dengan sesamanya 

ASN. Dalam konteks ASN maka etika ini 

diharapkan dapat memberikan berbagai 

prinsip, standar, pedoman, dan kebijakan 

moral atau tindakan serta keputusan 

untuk digunakan dalam melaksanakan 

pemerintahan yang baik terhadap 

tanggung jawab pelayanan publik.  

Saran 

1. Pemerintah dan aparat hukum harus 

lebih tegas lagi dalam memberikan 

sanksi bagi para ASN yang melakukan 

tindakan korupsi. 

2. Kepercayaan merupakan suatu hal 

yang amat sulit didapatkan, maka 

sebagai orang penting di negara ini 

haruslah ditanamkan sifat kejujuran 

agar mendapatkan kepercayaan, baik 

itu dari sesama aparat maupun dari 

masyarakat. 

3. Seharusnya para ASN menerapkan 

sikap dan perilaku etika terutama pada 

setiap individu masing-masing para 

ASN seperti pembiasaan dalam hal 

budaya kerja, budaya kejujuran, 

budaya disiplin, profesional, handal 

dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan negara. Dengan itu 

kemungkinan besar pencegahan 

korupsi ini dapat terlaksanakan dengan 

baik. 
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